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ABSTRACT 
 
This thesis discusses the implementation of article 6, paragraph (2) of Regulation No. 36 
Mayor Pontianak 2013 About the Operation of Motor Vehicle In Pontianak City area 
associated with on-street parking restrictions or shoulder of the road for 4-wheel vehicles 
(four) private. From the research we concluded that: Implementation of Article 6 paragraph 
(2) of Regulation Mayor Pontianak No. 36 in 2013 About Conditions of Operation of Motor 
Vehicle In Pontianak City area less effective and maximum. Because there are still many 
people who do not know the rules, and the lack of socialization of the City of Pontianak and 
enforcement hukum.Faktor-factor what caused the owner of the vehicle wheel 4 (four) 
remain parked vehicle despite having been banned substance is Factor law, the legal 
structure, legal culture and Means or facilities. Efforts what has been done by the relevant 
agencies in dealing with motor vehicle wheel 4 (four) personal who parked his car in a place 
that is prohibited is as follows: socialization, such as himbaun and pengumuan, coaching 
directly to the location of parking, do keordinasi with technical SKPD , monitoring, installation 
of parking restrictions stickers, vehicle wheel lock or mengembok wrong parking, moving the 
wrong parking of vehicles by using a tow truck, take actions and sanctions terhdap the 
offense in accordance with applicable regulations. Remendasi Should the shop owner or the 
office that is located alongside the road must have its own parking lot. Municipal government 
must be firm in taking action if the building is still using the road as a parking lot, because the 
roadside building must have its own parking space in accordance with applicable 
regulations. City Government should disseminate constantly to the owner of the shop or 
office related to the rule of law according to Mayor Regulation Pontianak Number 36 Year 
2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicles within the Territory of the city of 
Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation 
that the use of the road as a parking lot is a violation hukum.Seharusnya Pontianak City 
Department of Transportation along with law enforcement authorities in the field of traffic and 
road transport that the police should be routinely conduct surveillance operations and raids 
against the users of parking dibadan roads in order to control the flow of traffic. And act 
consistently with the laws and regulations that already exist. It takes a firm stance apparatus, 
especially in monitoring the offender parked in accordance with the provisions of Regulation 
Mayor Pontianak Number 36 Year 2013 About Conditions of Operation of Motor Vehicles 
within the Territory of the city of Pontianak, Act No. 38 of 2004 and Act No. 22 of 2009 on 
Road Traffic and Transportation. 
Keywords: Pontianak Mayor Regulation concerning the implementation of the on-
street parking ban 
 
 
ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas implementasi pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak 
Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah 
Kota Pontianak dikaitkan dengan larangan parkir di badan jalan atau bahu jalan bagi 
kendaraan roda 4 (empat) pribadi. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa 
: Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 
Tentang  Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota 
Pontianak kurang efektif dan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat 
yang tidak mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari 
Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum.Faktor-faktor apa yang 
menyebabkan para pemilik kendaraan roda 4 (empat) tetap memarkirkan kendaraan 
meskipun telah dilarang adalah Faktor Substansi hukum, struktur hukum, budaya 
hukum dan Sarana atau fasilitas. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh 
instansi terkait dalam mengatasi kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang 
memarkirkan kendaraannya di tempat yang terlarang adalah sebagai berikut : 
melakukan sosialisasi, seperti himbaun dan pengumuan,pembinaan langsung ke 
lokasi parkir, melakukan keordinasi dengan SKPD teknis, melakukan pengawasan, 
pemasangan stiker larangan parkir, mengunci atau mengembok roda kendaraan 
yang salah parkir, memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan 
mobil derek, melakukan penindakan dan sanksi terhdap yang melakukan 
pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remendasi Seharusnya 
pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus memiliki lahan parkir 
sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan jika bangunan tersebut tetap 
menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, karena bangunan pinggir jalan 
harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemkot 
harus melakukan sosialisasi terus-menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait 
aturan hukum menurut  Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 
Tentang  Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota 
Pontianak, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan badan 
jalan sebagai lahan parkir adalah suatu pelanggaran hukum.Seharusnya Dinas 
Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak hukum yang 
berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak kepolisian harus rutin 
melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap para pengguna parkir dibadan 
jalan dalam rangka penertiban kelancaran arus lalu lintas. Serta bertindak konsisten 
terhadap Peraturan PerUndang-Undangan yang sudah ada. Dibutuhkan sikap tegas 
aparat khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggar parkir sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  
Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota 
Pontianak,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Kata Kunci: implementasi  Peraturan Walikota Pontianak tentang dengan 
larangan parkir di badan jalan 
Latar Belakang  
 
Transportasi merupakan sarana yang sangat strategis dalam 
memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta 
mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi 
tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi 
mobilitas orang maupun barang keseluruh wilayah. Selain itu transportasi 
berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan 
daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. 
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur 
dasar (Basic Infrastructure) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala 
bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk 
mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem 
transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya 
dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang 
terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta 
peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu 
lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.  
Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting 
dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan 
persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta 
dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting 
terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan 
dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan 
memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan 
keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan 
sasaran pembangunan nasional, sehingga pemerintah menetapkan Undang-
undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.  
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan, pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 
yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perubahan lingkungan 
strategis, kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan saat ini, 
termasuk akibat diberlakukannya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan 
daerah dan pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan 
tujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, 
aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau masyarakat serta 
terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa aspek keselamatan merupakan 
aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. 
Sejalan dengan pengaturan mengenai jalan dan lalu lintas angkutan jalan, 
pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota untuk melakukan pungutan dalam bentuk Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bentuk pajak daerah dan 
retribusi daerah terkait dengan jalan adalah Pajak Parkir, Retribusi Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. 
Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak 
dan retribusi parkir seperti tersebut di atas, maka pemerintah daerah berupaya 
semaksimal mungkin memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah dari parkir terutama retribusi pelayanan parkir di tepi 
jalan umum, sehingga banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan umum yang 
terkadang mengakibatkan gangguan terhadap fungsi jalan. 
Kondisi tersebut di atas juga terjadi di Kota Pontianak, di mana banyak 
tepi jalan umum yang digunakan untuk parkir, seperti Jalan Gajah Mada, Jalan 
Agus Salim, Jalan Diponogoro, Jalan Tanjungpura, Jalan Nusa Indah, Jalan 
Jenderal Urip, dan lain sebagainya, yang memakai badan jalan atau daerah milik 
jalan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Oleh karena itu 
pemeritah Kota Pontianak, mengeluarkan Peraturan walikota Pontianak Nomor 
38 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah 
Kota Pontianak. Di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 
36 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah 
Kota Pontianak di muat beberapa point yang mengatur masalah larangan parkir 
di badan jalan atau bahu jalan bagi kendaraan roda 4 (empat) pribadi. Adapun 
bunyi pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :  
(2)  Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan 
barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud 
pada pasal 3 ayat (2), dan (3) peraturan ini, dilarang : 
a. Parkir / menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu 
jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada 
tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.  
b. Melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, 
trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, 
kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak 
melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 
Pontianak. 
c. Melakukan aktivitas menurunkan – menaikkan penumpang pada badan, 
jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali 
pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui 
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.  
d. Khusus jenis kendaraan angkutan barang yaitu kendaraan angkutan 
barang roda 6 (enam), kendaraan angkutan barang roda 10 (sepuluh), truk 
head dengan kereta gandengan panjang 20 (dua puluh) feet, truk head 
dengan kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet, yang memiliki 
muatan sumbu terberat (MST) maksimal 8 (delapan) ton, sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilarang 
beroperasi / melewati / melintas pada pukul 06.00 Wib s.d  08.00 dan 
pukul 17.00 s.d 19.00 Wib pada ruas Jl. A.Yani I ( dari depan BPN sampai 
dengan depan Mapolda Kalbar). 
e. Khusus kendaraan roda 6 (enam) atau lebih baik jenis kendaraan 
angkutan barang, maupun jenis kendaraan angkutan penumpang, dilarang 
melintasi / melewati Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan angkutan 
sampah. 
f. Kendaraan wajib SIUAU dilarang beroperasi dalam wilayah Kota 
Pontianak bila tidak memiliki SIUAU atau masa berlaku SIUAU yang 
dimiliki telah habis 
g. Kendaraan wajib KIR dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak 
bila tidak memiliki buku KIR atau masa berlaku KIR yang dimiliki telah 
habis 
h. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan, dilarang beroperasi dalam wilayah 
Kota Pontianak bila tidak memiliki Kartu Pengawasan atau masa berlaku 
Kartu Pengawasan yang dimiliki telah habis 
 
Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan pada setiap bangunan pinggir 
jalan yang tidak memiliki lahan parkir. Banyaknya bangunan pinggir jalan yang 
tidak memiliki lahan parkir tersebut dari tahun ke tahun, mengakibatkan adanya 
kemacetan yang ditimbulkan bagi kota Pontianak. Menurut masyarakat sebagai 
pengguna lalu lintas, banyaknya parkir liar yang memakan badan jalan 
mengakibatkan ruas di kota Pontianak semakin sempit. Apalagi dengan 
kurangnya pengawasan dari petugas, membuat parkir semakin padat merayap 
dibadan jalan. Menurut Dishub sendiri, untuk penegakan hukum terhadap 
pelanggaran parkir, Dishub sudah melakukan penertiban dilapangan dan untuk 
penindakan Dishub sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Upaya hukum 
yang sudah dilakukan Dishub ialah antara lain pemasangan stiker larangan parkir, 
mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, memindahkan 
kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek, yag ini di 
lakukan berdasarkan Sanksi yang di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 36 
Tahun 2013. Selain itu Penerapan Pasal 6 ayat (2) Peraturan walikota Pontianak 
Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam 
Wilayah Kota Pontianak terhadap penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir 
di kota Pontianak ialah alat transportasi merupakan faktor penting dalam 
menunjang kebutuhan masyarakat untuk bepergian. Pentingnya alat transportasi 
tersebut dapat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, 
kendaraan roda dua maupun roda empat setiap tahunnya. Apalagi di kota kota 
besar. Kebutuhan akan alat transportasi di darat seolah sudah menjadi bagian 
dari masyarakat kota yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam 
aktifitasnya, banyaknya kendaraan bermotor khusunya roda 4 (empat) yang 
digunakan menyebabkan tingkat kemacetan semakin besar, apalagi didukung 
oleh keberadaan parkir liar yang menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara 
jumlah kendaraan dengan kapasitas luas jalan raya kota Pontianak. 
Begitu sempitnya jalanan di Pontianak tidak diimbangi dengan semakin 
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor per tahunnya. Apalagi ditambah 
dengan banyaknya pelanggaran parkir liar yang menggunakan badan jalan 
sebagai lahan parkir. Seperti diketahui, bahwa banyaknya tempat usaha atau 
kantor di kota Pontianak yang tidak memiliki lahan parkir dan menggunakan 
badan jalan sebagai lahan parkir. Hal ini menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan semakin meningkatnya kemacetan di kota Pontianak. Oleh karena 
tidak tersedianya tempat untuk parkir, maka digunakanlah ruang publik seperti 
badan jalan dan trotoar sebagai lahan parkir. 
Dari pengamatan penulis, bahwa di sepanjang jalan kota Pontianak 
terdapat beberapa pelanggaran masalah parkir yang menggunakan badan jalan di 
sepanjang jalur lalu lintas yang padat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan kota 
Pontianak, beliau mengatakan memakai jalan umum yang mana jalan umum 
tersebut milik Negara dan jelas sekali mengganggu lancarnya lalu lintas di daerah 
jalan tersebut, maka dari itu harus ada solusi penertiban dan faktor-faktor 
penunjang bagaimana hal tersebut dapat diatasi secara baik dan tuntas, baik dari 
sisi penertibannya maupun efek terhadap tindakan petugas yang berwenang 
seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Dinas Perhubungan Kota 
Pontianak. Penertiban yang dilakukan oleh DLLAJ belum maksimal,. 
Selain itu banyaknya bangunan bangunan pinggir jalan yang tergolong 
bangunan tua dijadikan alasan bagi para pemilik tempat usaha yang tidak 
memiliki lahan parkir, dan para pemilik bangunan baru yang tidak menyediakan 
lahan parkir tidak pernah disosialisasikan masalah aturan tersebut sehingga 
mereka terus menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Penerapan Pasal 6 
ayat (2) Peraturan walikota Pontianak Nomor 38 Tahun 2013 Tentang 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak terhadap 
penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir di kota Pontianak kurang berjalan 
maksimal dikarenakan kurangnya kordinasi antar instansi terkait untuk 
mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat. Selain itu masih 
banyaknya rambu-rambu larangan yang tidak terpasang di sepanjang bahu jalan 
yang memang dilarang untuk parkir, dan kurangnya pengawasan serta tindakan 
tegas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta solusi untuk menyediakan 
lahan parkir bagi masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: IMPLEMENTASI PASAL 
6 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2013 
TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH 
KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PARKIR DI BADAN 
JALAN ATAU BAHU JALAN BAGI KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PRIBADI. 
 
 
Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian  pada latar belakang penelitian, maka dikemukakan 
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak 
Nomor 36 Tahun 2013 Terkait Dengan Larangan Parkir Di Badan Jalan Atau 
Bahu Jalan ? 
2. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Para Pemilik Kendaraan Roda 4 
(Empat) Tetap Memarkirkan Kendaraan Meskipun Telah Dilarang ? 
3. Upaya-Upaya Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Instansi Terkait Dalam 
Mengatasi Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pribadi Yang Memarkirkan 
Kendaraannya Di Tempat Yang Terlarang ? 
Pembahasan 
Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 
2013 Terkait Dengan Larangan Parkir Di Badan Jalan Atau Bahu Jalan 
Beberapa ruas jalan yang ada di Pontianak yang dulu jarang terjadi 
kemacetan, kini hampir setiap hari macet, terutama pada hari dan jam tertentu, 
baik siang maupun malam hari. Penyebabnya utamanya adalah kendaraan roda 
dua dan empat  yang diparkir sembarangan. Tidak tanggung-tanggung, parkir 
dilakukan di lokasi bertanda rambu larangan parkir. Tindakan ini jelas perbuatan 
menentang hukum dengan sadar dan sengaja, lebih lagi beberapa kendaraan 
yang diparkir tersebut berulangkali kedapatan diparkir di „tempat terlarang‟ yang 
sama. Di dalam peraturan walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  Ketentuan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, sudah 
jelas di atur maslah perpakiran tersebut. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota 
Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 yang berbunyi :  
    (2)  Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi semua jenis kendaraan angkutan 
barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud 
pada pasal 3 ayat (2), dan (3) peraturan ini, dilarang : 
i. Parkir / menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, bahu 
jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali pada 
tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui Kepala 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. 
j. Melakukan aktivitas bongkar muat barang, pada badan jalan, jembatan, 
trotoar, bahu jalan dan ruang publik lainnya dalam wilayah Kota Pontianak, 
kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak 
melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 
Pontianak. 
k. Melakukan aktivitas menurunkan – menaikkan penumpang pada badan, 
jembatan, trotoar dan bahu jalan dalam wilayah Kota Pontianak, kecuali 
pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota Pontianak melalui 
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. 
l. Khusus jenis kendaraan angkutan barang yaitu kendaraan angkutan 
barang roda 6 (enam), kendaraan angkutan barang roda 10 (sepuluh), truk 
head dengan kereta gandengan panjang 20 (dua puluh) feet, truk head 
dengan kereta gandengan panjang 40 (empat puluh) feet, yang memiliki 
muatan sumbu terberat (MST) maksimal 8 (delapan) ton, sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilarang 
beroperasi / melewati / melintas pada pukul 06.00 Wib s.d  08.00 dan 
pukul 17.00 s.d 19.00 Wib pada ruas Jl. A.Yani I ( dari depan BPN sampai 
dengan depan Mapolda Kalbar). 
m. Khusus kendaraan roda 6 (enam) atau lebih baik jenis kendaraan 
angkutan barang, maupun jenis kendaraan angkutan penumpang, dilarang 
melintasi / melewati Jembatan Kapuas I, kecuali kendaraan angkutan 
sampah. 
n. Kendaraan wajib SIUAU dilarang beroperasi dalam wilayah Kota 
Pontianak bila tidak memiliki SIUAU atau masa berlaku SIUAU yang 
dimiliki telah habis 
o. Kendaraan wajib KIR dilarang beroperasi dalam wilayah Kota Pontianak 
bila tidak memiliki buku KIR atau masa berlaku KIR yang dimiliki telah 
habis 
p. Kendaraan wajib Kartu Pengawasan, dilarang beroperasi dalam wilayah 
Kota Pontianak bila tidak memiliki Kartu Pengawasan atau masa berlaku 
Kartu Pengawasan yang dimiliki telah habis 
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada setiap bangunan pinggir 
jalan yang tidak memiliki lahan parkir. Banyaknya bangunan pinggir jalan yang 
tidak memiliki lahan parkir tersebut dari tahun ke tahun, mengakibatkan adanya 
kemacetan yang ditimbulkan bagi kota Pontianak. Menurut masyarakat sebagai 
pengguna lalu lintas, banyaknya parkir liar yang memakan badan jalan 
mengakibatkan ruas di kota Pontianak semakin sempit. Apalagi dengan 
kurangnya pengawasan dari petugas, membuat parkir semakin padat merayap 
dibadan jalan. Menurut Dishub sendiri, untuk penegakan hukum terhadap 
pelanggaran parkir, Dishub sudah melakukan penertiban dilapangan dan untuk 
penindakan Dishub sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Upaya hukum 
yang sudah dilakukan Dishub ialah antara lain pemasangan stiker larangan 
parkir, mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir, 
memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek. 
Penerapan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 
2013 Tentang  Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah 
Kota Pontianak terhadap penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir di kota 
Pontianak ialah alat transportasi merupakan faktor penting dalam menunjang 
kebutuhan masyarakat untuk bepergian. Pentingnya alat transportasi tersebut 
dapat tercermin dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, kendaraan roda 
dua maupun roda empat setiap tahunnya. Apalagi di kota kota besar. Kebutuhan 
akan alat transportasi di darat seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat 
kota yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam aktifitasnya, 
banyaknya kendaraan bermotor yang digunakan menyebabkan tingkat 
kemacetan semakin besar, apalagi didukung oleh keberadaan parkir liar yang 
menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Pertumbuhan penduduk yang 
tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan 
kapasitas luas jalan raya kota Pontianak. 
Begitu sempitnya jalanan di Pontianak tidak diimbangi dengan semakin 
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor per tahunnya. Apalagi ditambah 
dengan banyaknya pelanggaran parkir liar yang menggunakan badan jalan 
sebagai lahan parkir. Seperti diketahui, bahwa banyaknya tempat usaha atau 
kantor di kota Pontianak yang tidak memiliki lahan parkir dan menggunakan 
badan jalan sebagai lahan parkir. Hal ini menjadi salah satu faktor yang 
menyebabkan semakin meningkatnya kemacetan di kota Pontianak. Oleh 
karena tidak tersedianya tempat untuk parkir, maka digunakanlah ruang publik 
seperti badan jalan dan trotoar sebagai lahan parkir. 
Sebelum mengulas tentang penerapan Penerapan Pasal 6 ayat (2) 
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  Ketentuan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, maka 
terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang disebut sebagai Jalan menurut 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal 1 menjelaskan : 
“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 
termasuk bangunan pelengkap  dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, 
dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan 
kereta api, jalan lorong dan jalan kabel.” 
Sedangkan Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Berhenti 
adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, 
namun meninggalkan pengemudi didalamnya. Tujuan penyelenggaraan tempat 
khusus parkir adalah penyediaan fasilitas tempat parkir hingga mendekati 
maksud perjalanan serta pelayanan kelancaran. 
Dari penelitian penulis, bahwa di sepanjang jalan kota Pontianak terdapat 
beberapa pelanggaran masalah parkir yang menggunakan badan jalan di 
sepanjang jalur lalu lintas yang padat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan kota 
Pontianak, beliau mengatakan memakai jalan umum yang mana jalan umum 
tersebut milik Negara dan jelas sekali mengganggu lancarnya lalu lintas di 
daerah jalan tersebut, maka dari itu harus ada solusi penertiban dan faktor-faktor 
penunjang bagaimana hal tersebut dapat diatasi secara baik dan tuntas, baik 
dari sisi penertibannya maupun efek terhadap tindakan petugas yang 
berwenang seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Dinas 
Perhubungan Kota Pontianak. Penertiban yang dilakukan oleh DLLAJ belum 
maksimal, karena masih banyak saja pelanggaran yang terjadi di sepanjang 
jalan Tanjungpura, Gajah Mada, Sui. Jawi, Jeruju , Imam Bonjol, Kota Baru, 
Jendral Urip dan Korem di kota Pontianak. 
Selain Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  
Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, 
ada peraturan lain yang juga mengatur malalah parkir yaitu dalam  Pasal 66 ayat 
1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan  yaitu setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau 
parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda tanda lain 
atau di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu tersebut terdapat di ayat 
2 penjelasannya. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa kendaraan 
bermotor pribadi sangat banyak digunakan di kota Pontianak. Masyarakat dapat 
melihat secara langsung bahwa pelanggaran parkir tersebut sudah banyak 
terjadi di kota Pontianak. Hampir semua ruas jalan di kota Pontianak 
menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Pemilik kendaraan bermotor 
pribadi tersebut kebanyakan tidak mengetahui bahwa tindakan mereka dengan 
memarkirkan kendaraan di badan jalan itu sebenarnya telah melanggar hukum 
khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan. Penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir tersebut 
harusnya mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan kota Pontianak dan 
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Pontianak. Hal tersebut perlu dilakukan 
mengingat jumlah pelanggaran parkir di kota Pontianak ini termasuk banyak dan 
merata. Selain itu banyaknya masyarakat dan pemilik bangunan pinggir jalan 
yang tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan jalan yang dimana pada pasal 43 dijelaskan mengenai 
fasilitas parkir. Kurangnya sosialisasi dan tindakan tegas yang dilakukan oleh 
Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota terkait 
Undang-Undang tersebut, menyebabkan masyarakat tidak mengetahui aturan 
tersebut. 
Adapun Penerapan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 
36 Tahun 2013 Tentang  Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam 
Wilayah Kota Pontianak terhadap penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir 
di kota Pontianak kurang berjalan maksimal. Setelah melalui penelitian di 
lapangan, penulis mendapatkan hasil-hasil yang kurang memuaskan terkait 
kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Dinas Cipta Karya dan Tata 
Kota Pontianak. Begitu banyak masyarakat dan pemilik tempat usaha, ruko dan 
kantor pinggir jalan yang tidak mengetahui bahwa parkir menggunakan badan 
jalan adalah melanggar aturan. 
Selain itu banyaknya bangunan bangunan pinggir jalan yang tergolong 
bangunan tua dijadikan alasan bagi para pemilik tempat usaha yang tidak 
memiliki lahan parkir, dan para pemilik bangunan baru yang tidak menyediakan 
lahan parkir tidak pernah disosialisasikan masalah aturan tersebut sehingga 
mereka terus menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir. Penerapan Pasal 
6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  
Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak 
terhadap penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir di kota Pontianak kurang 
berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kordinasi antar instansi terkait untuk 
mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat. Selain itu masih 
banyaknya rambu-rambu larangan yang tidak terpasang di sepanjang bahu jalan 
yang memang dilarang untuk parkir, dan kurangnya pengawasan serta tindakan 
tegas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta solusi untuk menyediakan 
lahan parkir bagi masyarakat. 
Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Para Pemilik Kendaraan Roda 4 (Empat) 
Tetap Memarkirkan Kendaraan Meskipun Telah Dilarang. 
1. Substansi Hukum 
Hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran 
hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adigium bahwa setiap orang 
dianggap tahu hukum pada saat hukum dinyatakan berlaku, sehingga secara 
logika hukum tersebut dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan 
berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum 
manakala tidak dilaksanakan dalam masyarkat.1 
Berdasarkan hasil penelitian, 18 responden dari 25 responden tidak tahu 
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terhadap keberadaan aturan lalu lintas, pengendara sepeda motor hanya 
mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di jalan berupa rambu-rambu lalu 
lintas. Para pengendara sepeda motor merasa bahwa peraturan hukum belum 
bisa memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan di jalan raya.    
Oleh karena itu,   dapat     dikatakan       bahwa  pengetahuan  masyarakat   
terhadap aturan  sangat rendah. 
Mengingat pengetahuan pengendara sepeda motor terhadap aturan 
sangat rendah, maka pemahamannya pun sangat rendah hal ini berdasarkan 
hasil penelitian bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan 
lalu lintas. Pengendara sepeda motor lebih banyak tidak menggunakan helm 
SNI, karena mereka tidak memahami ditetapkannya penggunaan helm SNI. 
Disamping itu juga, banyak pengendara sepeda motor yang telah merubah 
bentuk kendaraannya (mengurangi atau menambah assesoris kendaraan) 
seperti menggunakan kaca spion sebelah. 
2. Struktur Hukum 
 
Ruang lingkup struktur hukum sangat luar, oleh karena itu di dalam 
penelitian ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah Kepolisian. Hal ini 
sesuai dengan Pasal 5 angka (3) huruf (e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa : “urusan 
pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan 
pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, 
serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 
Berdasarkan Pasal tersebut, maka urusan penegakan hukum dan 
pendidikan berlalu lintas merupakan tugas dari Kepolisian, oleh karena itu 
masalah kesadaran hukum masyarakat pengendara sepeda motor juga dapat 
dilihat dari sudut struktur hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Kota 
Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa “Polri khususnya satuan lalu lintas 
telah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif meliputi 
kegiatan penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas berupa penyuluhan 
tentang pengetahuan lalu lintas maupun kegiatan dalam penegakan hukum 
berupa penindakan terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas sebagai salah 
satu upaya untuk menumbuhkan efek jera dalam melakukan pelanggaran lalu 
lintas”. 
Peranan polisi lalu lintas sangatlah penting karena merupakan sebuah 
lembaga formal, mempunyai misi untuk mensosialisasikan Undangundang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan kepada para pengendara sepeda motor agar 
mengetahui peraturan dan tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian bahwa “Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan 
sebagai penindak, agar tercipta warga negara khususnya pengendara sepeda 
motor yang baik yang sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku maka 
pihak kepolisian melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini berupa penyuluhan atau 
seminar hukum yang meliputi informasi tentang lalu lintas jalan, peraturan, dan 
kecelakaan”. 
Permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai struktur hukum 
atau penegak hukum, antara lain : 
1) Petugas yang kurang memadai dilihat dari jumlah personil serta 
perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap. 
2) Masih terdapat petugas yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti 
membiarkan terjadinya kemacetan lalu lintas. 
3) Kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-
pelanggaran pengendara sepeda motor melalui penerapan sanksi. 
Untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak 
hukum harus bertindak tegas, konsisten, penuh dedikasi dan bertanggungjawab 
dalam menghadapi pengguna jalan. 
3. Budaya Hukum 
Menurut Bernard Arief Sidharta, bahwa “budaya hukum adalah 
keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk 
pejabat pemerintahaan terhadap atau berkenaan dengan hukum”.2 Dalam kaitan 
dengan kesadaran hukum, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau 
perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati 
aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang 
tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini 
dapat dilihat dari pendapat Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa 
“attitudes and feelings that predispose groups and individuals to turn to oragainst 
the law”.3 Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan 
pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku 
nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap 
orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini 
disebabkan oleh karena faktor-faktor penyebab terjadinya kepatuhan hukum 
harus pula dipertimbangkan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 
mematuhi hukum tersebut adalah : 
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1) Rasa takut pada sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar. 
2) Untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa 
3) Untuk memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan kelompok 
4) Oleh karena kepentingan pribadi terjamin oleh hukum 
5) Oleh karena hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai 
keterkaitan dan ketentraman.4 
Berkaitan dengan budaya hukum, maka ada beberapa permasalahan yang 
ditemukan, antara lain : 
1) Mengetahui 
Setelah peraturan perundangundangan disahkan, maka sejak saat itulah 
masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan, akan tetapi pada 
kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 18 responden dari 
25 responden tidak mengetahui adanya aturan lalu lintas yang terdapat dalam 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 
2) Memahami 
Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus 
memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat
 dikeluarkannya peraturan tersebut. Berdasarkan Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 23 responden dari 25 responden tidak memahami aturan 
lalu lintas seperti memahami dari penggunaan helm SNI. 
3). Mentaati 
Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan lalu masyarakat 
mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam 
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berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketaatan menunjukkan 
bahwa : 
a. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena rasa takut pada 
sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melanggar. 
b. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara 
hubungan baik dengan penguasa, dalam hal ini dengan penegak 
hukum yaitu Polisi Lalu Lintas. 
c. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas untuk memelihara 
hubungan baik dengan rekan-rekan kelompoknya. 
d. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena kepentingan 
pribadi. 
e. Masyarakat taat pada peraturan lalu lintas karena hukum tersebut 
sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, terutama nilai-nilai keterkaitan 
dan ketentraman. 
4). Menghargai 
Ketika seseorang telah mentaati peraturan, maka  sikap menghargai suatu 
peraturan hukum akan muncul bersamaan dengan hukumnya bahwa hukum 
tersebut memang wajib untuk ditaati tidak hanya untuk kepentingan dirinya 
sendiri, juga untuk kepentingan umum. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka budaya hukum masyarakat 
sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak 
hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga 
dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui 
kepatuhan terhadap hukum. 
4. Sarana atau Fasilitas 
Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya 
sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki 
peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil  
penelitian tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan 
keselamatan lalu lintas, maka permasalahan yang ada antara lain : 
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya 
penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain : 
a. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan 
dan tandatanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang. 
b. Mobilitas aparat  penegak hukum   yang   tidak mengimbang hakekat  
ancaman. 
c. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, 
belum bisa dioperasionalkan secara yuridis. 
2. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, seperti 
penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya. 
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan. 
Upaya-Upaya Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Instansi Terkait Dalam 
Mengatasi Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Pribadi Yang Memarkirkan 
Kendaraannya Di Tempat Yang Terlarang . 
Upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak 
dalam menertibkan penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir di kota 
Pontianak ialah pemasangan stiker larangan parkir, mengunci mencabut pentil 
ban atau menggembok roda kendaraan yang salah parkir ialah Mengunci, 
mencabut pentil ban atau menggembok roda kendaraan yang salah parkir adalah 
salah satu langkah konkrit yang bisa dilakukan oleh Dishub untuk memberikan 
efek jera kepada para pengguna parkir dibadan jalan agar tidak mengulangi 
penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir. Di Jakarta dan Bandung salah satu 
realisasi langkah konkirt untuk memberikan efek jera kepada pelanggar parkir 
ialah dengan mencabut pentil ban pada kendaraan tersebut dan terbukti dalam 
beberapa hari setelah upaya hukum yang dilakukan Dishub tersebut berjalan 
efektif dan tidak ada lagi kendaraan yang parkir dibadan jalan. Dasar hukum 
mengunci, mencabut pentil ban atau menggembok kendaraan yang salah parkir 
adalah pasal 8 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  
Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak 
yang berbunyi :  
Pasal 8 
 
(1) Pemilik / Perusahaan pemilik / Pengemudi jenis kendaraan angkutan 
barang dan jenis kendaraan angkutan penumpang sebagaimana 
dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan (3), yang tidak mematuhi peraturan 
walikota ini, dapat dikenakan sanksi. 
(2) Sanksi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : 
a. Pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING); 
b. Pemberian sanksi administrasi berupa denda dengan besaran 
sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda) Kota Pontianak 
yang berlaku; 
c. Tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan 
mencabut dan menyita pentil ban; 
d. Tindakan penguncian ban kendaraan; 
e. Tindakan pemindahan/penderekan/penyitaan kendaraan; 
f. Mengganti biaya penderekan dengan besaran sebagaimana diatur 
dalam peraturan daerah (Perda) Kota Pontianak yang berlaku; 
g. Dalam kondisi tertentu sehingga kendaraan tidak dapat diderek, maka 
dapat dilakukan penyitaan seluruh atau sebagian roda kendaraan 
tersebut; 
h. Mengganti biaya kerusakan prasarana jalan dan utilitasnya dengan 
besaran yang ditentukan oleh TIM; 
i. Pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUAU) yang dimiliki; 
j. Penghentian/larangan beroperasi dalam wilayah kota Pontianak. 
 
Selain Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  
Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, 
di dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan juga di atur masalah sanksi tersebut. 
Dalam penggembokan mobil yang diparkir liar, jika dalam jangka l0 menit hingga 
setengah jam, kunci tidak kunjung diambil di kantor Dishub, aparat akan 
menderek mobil yang diparkir liar itu. Biaya derek Rp 50.000,00 hingga Rp 
75.000,00 akan dikenakan kepada pemilik kendaraan, memindahkan kendaraan 
yang salah parkir dengan menggunakan mobil derek Pro dan Kontra, Dalam 
pelaksanaan penggembokan kendaraan yang salah parkir disatu sisi akan 
melancarkan arus lalu lintas tetapi dilain pihak menjengkelkan bagi pelanggar 
karena mereka tidak bisa langsung berangkat dari tempat parkir liar, tetapi harus 
menghubungi Dishub, menunggu petugas datang yang membutuhkan waktu. Itu 
pulalah sebenarnya yang mengakibatkan pelanggar parkir jera. Tetapi ada 
kejadian, di mana pelanggar merusak gembok roda sehingga mereka melakukan 
pelanggaran ganda, dan terhadap mereka akan dikenakan sanksi ganda. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan badan jalan sebagai lahan 
parkir di kota Pontianak ialah faktor ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari 
seseorang harus memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya untuk 
memperoleh kehidupan yang layak, bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. 
Banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau memperoleh 
kehidupan yang layak. Faktor kurangnya sosialisasi aturan dan larangan parkir 
terkait Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  Ketentuan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah 
Semakin bertambah banyaknya jumlah bangunan pinggir jalan dari tahun ke 
tahun yang menimbulkan permasalahan baru di bidang lalu lintas dan angkutan 
jalan. Hal ini mengingat jumlah kendaraan yang tiap tahunnya terus meningkat 
pesat , tidak mampu ditampung oleh jalanan di kota Pontianak yang tidak 
mengalami pelebaran jalan seiring dengan tidak seimbangnya jumlah peningkatan 
kendaraan bermotor. . Diantaranya bekerja menjadi Dokter, Pengusaha, Pelayan 
sampai tukang ojek. Begitu juga para pemilik tempat usaha pinggir jalan yang 
tidak memiliki lahan parkir. Para pemilik bangunan tersebut membuka usaha 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga untuk menuju penghidupan 
yang lebih baik. Walaupun terkadang mereka tidak memperhitungkan kondisi 
dilapangan yang mewajibkan memiliki lahan parkir sendiri, dikarenakan kondisi 
bangunan yang sudah ada seperti itu dan kurangnya modal untuk membuat lahan 
parkir sendiri. Semakin bertambahnya jumlah tempat usaha dari hari ke hari, 
menandakan bahwa semakin banyak orang yang melihat potensi keuntungan 
besar dari membuka tempat usaha. Terlebih lagi apabila tempat usaha tersebut 
berada di pinggir jalan raya yang mudah dilihat orang banyak dan mudah 
dijangkau keberadaanya. Namun dalam prakteknya, terkadang para pemilik 
tempat usaha tersebut hanya memikirkan keuntungan nya saja ketimbang harus 
memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi kelancaran lalu lintas apabila mereka 
masih menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir bagi pemilik toko maupun 
pengunjung. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan besar yang sering terjadi di 
jam jam sibuk aktifitas warga kota Pontianak, akhirnya kemacetan panjang pun 
tidak bisa dihindarkan. Hal ini mengingat jumlah kendaraan yang tiap tahunnya 
terus meningkat pesat , tidak mampu ditampung oleh jalanan di kota Pontianak 
yang tidak mengalami pelebaran jalan seiring dengan tidak seimbangnya jumlah 
peningkatan kendaraan bermotor. Apalagi ditambah dengan banyaknya 
kendaraan yang parkir menggunakan badan jalan, kemacetan pun semakin tidak 
terhindarkan. Didalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pontianak diminta untuk 
bertindak tegas kepada setiap pelanggar aturan, memperbanyak sosialisasi 
Undang-Undang tersebut kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui 
bahwa menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir adalah sebuah larangan 
yang berakibat pidana dan denda. Begitu juga dengan pemilik bangunan, Dinas 
Cipta Karya dan Tata Kota Pontianak hendaknya diminta lebih selektif dalam 
melakukan pengawasan bangunan maupun pengeluaran Ijin Mendirikan 
Bangunan. Apabila memang bangunan tersebut tidak memiliki lahan parkir, tidak 
usah dikeluarkan IMB nya agar dituntut untuk mengurangi penggunaan badan 
jalan sebagai lahan parkir di kota Pontianak. Diperlukan kordinasi dan tindakan 
tegas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Cipta karya dan Tata Kota 
Pontianak, aparat kepolisian serta Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah. 
Kemudian dalam menegakan aturan, hendaknya aparat harus berani menindak 
sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Walikota maupun Peraturan Daerah. 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah 
: 
1.  Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 
2013 Tentang  Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah 
Kota Pontianak kurang efektif dan maksimal. Dikarenakan masih banyaknya 
masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, dan kurangnya 
sosialisasi dari Pemerintah Kota Pontianak dan aparat penegak hukum. 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan para pemilik kendaraan roda 4 (empat) 
tetap memarkirkan kendaraan meskipun telah dilarang adalah Faktor 
Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan Sarana atau fasilitas.  
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi 
kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang memarkirkan kendaraannya 
di tempat yang terlarang adalah sebagai berikut :  
a. Melakukan Sosialisasi, seperti Himbaun dan pengumuan 
b. Pembinaan Langsung ke lokasi Parkir 
c. Melakukan Keordinasi dengan SKPD Teknis 
d. Melakukan Pengawasan 
e. Pemasangan stiker larangan parkir. 
f. Mengunci atau mengembok roda kendaraan yang salah parkir. 
g. Memindahkan kendaraan yang salah parkir dengan menggunakan mobil 
derek.  
h. Melakukan Penindakan dan sanksi terhdap yang melakukan pelanggaran 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Saran 
1. Seharusnya pemilik ruko ataupun kantor yang berada dipinggir jalan harus 
memiliki lahan parkir sendiri. Pemkot harus tegas dalam melakukan tindakan 
jika bangunan tersebut tetap menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir, 
karena bangunan pinggir jalan harus memiliki lahan parkir sendiri sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Pemkot harus melakukan sosialisasi terus-
menerus kepada pemilik ruko atau kantor terkait aturan hukum menurut  
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2013 Tentang  Ketentuan 
Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kota Pontianak, 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa menggunakan 
badan jalan sebagai lahan parkir adalah suatu pelanggaran hukum. 
Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Kota Pontianak bersama aparat penegak 
hukum yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak 
kepolisian harus rutin melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap para 
pengguna parkir dibadan jalan dalam rangka penertiban kelancaran arus lalu 
lintas. Serta bertindak konsisten terhadap Peraturan PerUndang-Undangan 
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